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BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG  

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013   

TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANYUMAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI BANYUMAS, 

 

 Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu 

dilaksanakan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi 

ekonomi; 

   b. bahwa penananaman modal merupakan salah satu 

faktor penggerak perekonomian, pembangunan daerah 

dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu 

diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, 

promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan 

efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan 

ekonomi nasional; 

  c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Investasi di Daerah, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas  

sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan 

perubahan; 

SALINAN 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas; 

 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043;  

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3274), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);  

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
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10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang 

Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3335) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman 

Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3515); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman 

Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 

17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221); 

18. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 

Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 97); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 

Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2010 Nomor 7); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 

Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2013 Nomor 2 Seri 3); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

dan 

BUPATI BANYUMAS 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANAMAN 

MODAL DI KABUPATEN BANYUMAS. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 2 Seri 3), 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraab urusan yang 

menjadi kewenangan daerah. 
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5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang 

menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal. 

6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang 

bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai 

nilai ekonomis. 

7. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara 

Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau 

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan 

hukum. 

8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, 

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan 

hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian 

atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. 

9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang 

melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal 

dalam negeri dan penanam modal asing. 

10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal 

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal 

asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah. 

11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara 

Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, 

atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah 

Daerah. 

12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, 

badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan 

penanaman modal di wilayah Daerah. 

13. Izin Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan 

Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang 

merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya 

seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan 

tertentu. 

14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 

penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau 
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Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundan-undangan. 

15. Non Perizinan  adalah  segala bentuk  kemudahan  pelayanan,  

fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang 

berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal. 

17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan 

nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan 

wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan 

perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai 

dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen 

yang dilakukan dalam satu tempat. 

18. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari 

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk 

meningkatkan investasi di daerah. 

19. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari 

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk 

mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan 

investasi di daerah. 

 

2. Judul Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 

 

BAB V 

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 

 

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai : 

 

Pasal 23 

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan 

penanaman modal kepada Masyarakat dan/atau penanam modal  

sesuai kewenanganya sesuai dengan kemampuan daerah dan 

peraturan perundang-undangan. 
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4. Di antara Pasal 23 dan 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

                                                

Pasal 23A 

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan 

berdasarkan prinsip : 

a. kepastian hukum; 

b. kesetaraan; 

c. transparansi; 

d. akuntabilitas; dan 

e. efektif dan efisien. 

 

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 24 

1. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan 

kepada Masyarakat dan/atau Investor yang sekurang-kurangnya 

memenuhi salah satu kriteria berikut : 

a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan 

Masyarakat; 

b. menyerap banyak tenaga kerja; 

c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; 

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; 

e. memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik 

regional bruto; 

f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 

g. pembangunan infrastuktur; 

h. melakukan alih teknologi; 

i. melakukan industri pionir; 

j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; 

k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; 

l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan 

yang di produksi dalam negeri; 

m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas 

nasional dan/atau daerah; dan/atau 

n. beriorentasi ekspor;  

 

http://jdih.banyumaskab.go.id/


http://jdih.banyumaskab.go.id/  
 
 

6. Di antara Pasal 24 dan 25 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 24A, 

24B, 24C, 24D, 24E, 24F sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 24A 

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk: 

a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; 

b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; 

c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau 

koperasi di daerah; 

d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, 

kecil, dan/atau koperasi di daerah; 

e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau 

koperasi di daerah; dan/atau 

f. bunga pinjaman rendah. 

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk: 

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 

b. penyediaan sarana dan prasarana; 

c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; 

d. pemberiaan bantuan teknis; 

e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui 

pelayanan terpadu satu pintu; 

f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; 

g. kemudahan investasi langsung konstruksi; 

h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada 

pembangunan daerah; 

i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; 

j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan; 

k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; 

l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau 

m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah. 

(3) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan 

disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Insentif dan/atau 

Kemudahan yang diberikan diatur dalam Peraturan Bupati. 

 

Pasal 24B 

(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif 

dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau 

kegiatan tertentu. 

(2) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau 

Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman 

pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian 

yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di 

daerah. 

(3) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri atas: 

a. usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi; 

b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; 

c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; 

d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; 

e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; 

f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman 

modal yang  memprioritaskan keunggulan daerah; 

g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman  

modal dari Pemerintah Pusat; 

h. usaha sektor pariwisata prioritas pembangunan objek wisata; 

dan/atau 

i. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

      

Pasal 24C 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Insentif dan/atau 

Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha sektor pariwisata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24B ayat (3) huruf h, diatur dalam 

Peraturan Bupati 

 

Pasal 24D 

(1) Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur 

pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan 
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kepada Masyarakat dan/atau penanam modal. 

(2) Dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian 

Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, Bupati 

melakukan verifikasi. 

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan 

oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal. 

 

Pasal 24E 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Pemberian Insentif dan/atau 

Pemberian Kemudahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 

  

Pasal 24F 

(1) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif Penanaman Modal 

dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 

tahun sejak beroperasi usahanya bagi Penanam modal baru, dan 

dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam 

modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan bagi 

Penanam Modal lama. 

(2) Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Kemudahan Penanaman 

Modal dapat diberikan paling banyak 5 (lima) kali dalam jangka 

waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya bagi Penanam Modal 

Baru, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali per 5 (lima) 

tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi bagi Penanam Modal lama. 

 

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 25 

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan 

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah 

diberikan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 

sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif 

dan/atau Pemberian Kemudahan di daerahnya kepada Gubernur 

setiap 1 (satu) tahun sekali. 
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8. Di antara Pasal 25 dan 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 25A 

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dapat ditinjau 

kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas. 

Ditetapkan di Purwokerto 
pada tanggal 17 Maret 2021 

BUPATI BANYUMAS, 

ttd 
ACHMAD HUSEIN 

 

Diundangkan di Purwokerto  

pada tanggal 17 Maret 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  

             ttd  

WAHYU BUDI SAPTONO  

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 3 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS, 
PROVINSI JAWA TENGAH : (2-34/2021) 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN BANYUMAS, 
 
 

 
 
 

SUGENG AMIN, S.H., M.H. 
 

Pembina Tingkat I 
NIP. 196701281993021001 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  

NOMOR 3 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 

TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANYUMAS 

 

I. UMUM 

Bahwa pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Modal untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, 

mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta 

masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, telah 

diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas. Dalam 

perkembanganya, berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan 

Investasi di Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal di Daerah yang telah menjadi 

konsideran menimbang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Penanaman Modal di Kabupaten Banyumas. 

Sehubungan dengan hal itu perlu mengubah beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 

2 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal di Kabupaten 

Banyumas. 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I 

Cukup Jelas 

Pasal II 

Cukup Jelas 
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